GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR € TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 7 TAHUN
2012 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON (BUKAN) PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor 8.35/Menhut-II/2008 jo P.9/Menhut-11/2009
tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil hutan,
penerbitan IUIPHHK dengan kapasitas produksi sampai
dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun
merupakan kewenangan Gubernur yang akan
dilimpahkan penandatanganan kepada Kepala Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu dilakukan
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 7
Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non
(bukan) Perizinan ‘Pemerintah Provinsi Bengkulu
Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 126 Tahun 2004 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11

12.

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 67 Tahun 2007 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
1968, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997
tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 85 Tahun 1998 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3760);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah
Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2008);



Menetapkan

14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran
Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2012, tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor
8 tahun 2008 tentang Oraganisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2012 Nomor 3);

15. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2010 tentang

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inpektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 10
Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Inpektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis (Berita Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2012 Nomor 26);

16. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan
Perizinan dan Non (bukan) Perizinan Pemerintah
Provinsi Bengkulu kepada Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu (Berita Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan
Perizinan dan Non (bukan) Perizinan Pemerintah
Provinsi Bengkulu kepada Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu (Berita Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
BENGKULU NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON (BUKAN)
PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KEPADA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI BENGKULU.






